
BUPATI ACIDII BESAR

PERATUITAI{ BUPATI ITCEH BESAR
NOMOR q? TAH,TJN 2Ot2

TENI'AITG

PEDOMAIT PELAKSANAAIII BI}UI' AL.QIIR'AN BA'DA MIIGHRIB
DALAIYI T{ABUPATEIT ACEII BESAR

B I $M I LLATII RRq.II iltANI RRAHI M

DENGAIT RAIIMAT ALLAH YAI{G MAIIA KUASA

lVtrenimbang :4.

BUPATI ACE}T Bf}SAR,

bahwa berda.sarican kondisi dan perkernbangan
rnasyaralkat selarna ini rnembuktikan Metinasah
sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan Islam
dtrn pusat kegi.atan sosial senr.akin Imrang
berfungsi dalam kehidupan masvia.rakat di
I(ab r-rpaten l\ceh. Besr,r;

bnhwa untuk nnengimplementasikan rerzitalisasi
frrngsi Meunasah dalam Kabupaten A.ceh Besar
clipandang per:h-i mengadakan Bet.t Al-Qur'a,r
LlerHa Maghrib di gamporxg-gampor.lg dalam
Kabupaten Aceh Besar;

trahura Beut Al-Q'ur'nn Bil'da Maghrib sebagai
bagian dari pelaksanaan Syariat Islam di
Kabupa.ten Aceh Besar diperlukan Dengaturan
seclrra efisien, efekif dan berkr-ralitas;

balrrva lrerd.asr,rrkan pertimbarrgem sebagaimana
dimaksud dalarrr huruf a, huruf b dan hururf c,
rraka periu menetapkan dalarn suatu Pcraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) 'lahun f 956
tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam Linglorngan
Wilayah Propinsi Sumarera Uturra (l,embaran
Negara Republik lndonesia'I.a-hun 1956 Nomor
58, T'ambahan. Lernbaran Negara Republik
Inclonesia Nomor 1O92);
Undang-Undang Nomrrr 23 Tahun 1999 tentang
Pen5,slsnggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Cari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l.embaran
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Negara Repulrlik Irrdonesia Tahurr lggg Nomor
75, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Uttdzrng-Undang Nomor 44 Tahun 1g9g tentang
Penyelenggara"an Keistimewaan Propinsi f)aerah
Istimewa Aceh (Lernbar.an Negara Republik
Irrdonesia Tahun 1999 Nomor I72, Tambahan
L,ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
38e3i;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Inclonesia Tahun 2003 Nomor 4V, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a286]';
UnCang-Undang Noinor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Ind<tnesi.a Tahun 2OO4 Nornor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norrror a335);
IJndang-tindang Nomor 15'Iahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengel<llaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembara:r Negara Republik
Indonesia 'Iahun 2AO4 Nonror 66, Tambahan
Lemtlaran Negara Repr:biil< Indonesia Nornor
aa0o);

7. LJndang-Undzurg Noinor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran irlegara
Republik Inclonesia I'ahun 2AO4 Nornor L2S,
Tambahan. Lemhararr Negara Repu.blik Indonesia
Nomor 44371 sr:ba.gairnerna telah beberapa ka.li
diubah teraktrir dengan Undang-Undang lricrmor
12 Tahr.rn 2DOB tentang Peruleahan I(edua. Atas
Unclang-undang Nornor 32 Tahun 2OA,+ tentang
Pernerintrhan Daerah (Lembaran Negara
Republik Inclonersia. 'fahun 2008 Nomor 59,
Tam.barhan Lernbr"u'an Negau'ar Republik lndorresia
I,trornor a$afl;
Undang-Ijrrdang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang
f'erimbanga-n l(euangan Antara Penierintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Itepublik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26,
'lambahan Lemiraran Negara Republik Inclonesia
Nonror aa3$;
Unt{ang-Und.eing l{ouror 1.1 Tahun 2AA6 tenta-r'rg
Pernerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
lnrlonesia Talrun 2A06 Nomor 62, Tannbahan
Leui.baran Negam Republik Indonesia Nomor
4ffi3);

10. Un'dang-tJrrdang Nomor 12 T'ahun 201I tentang
Pembentukan Peratur'rur Per:u.ndang-t/ndangan
(L,ernbaran ltlegara. Republik Indonesia Tahun

8.

9.
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2A11 Nornor 82, 'fambahan lernbarart Negar"a
Republik Indonesia Nomor 5:234);

ll.Peraturarl Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Ideuangari Daeralr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, 'Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45'78);

12. Pe;ra.turan Pegr,erintah Nomor 72 Tahr-rn 2005
tent.ang Desa (Lembaran Negara. Reprrblik"
Indonesia. Tahurn 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857);

13. Peraturan Perrerintah Nornor 55 T'ahun 2OO7
tentang Pendiclikan Agama dan Pendidikan
Keagarnaan (Lr:mbaran Negara Republik
Ir.rdcrnesia Tahun 2OO7 Nornor 'L24, 'fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a'769\;

14. Peraturan Pemerintah Nr:mor 19 'Iahun 2OOB
tentang, Kecamatan (l,ernbaran itlegara Republik
Indonesia Tatru.n 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negarer Republik Incionesia Nomor
a826);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonaor 13
Tahun 2006 tentang PeComan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah
Beberapa Kali Teraldeir Dengan Peraturan
ldenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua /\tas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedornan Pengelolaanl Keuangan Daerah
(l3erita Negara Repr.rblik Ind.onesia Tahun 2Dll
Nornor 310);

16. Qanun tsrovinsli Nan5groe Aceh Darussalam
Nomor 11 Tahr.m 2,OO2 tentang Pelaksanaan
Syariht Islam l3ictang Aqidah. Ibadah dan Syi'ar
Isiarn (,Lembaran Daerah Ilrovinsi Nang,lpoe Acctr
Dru:ussalam 'Iahtrn 2AO2 Nomor 54 Seri B
Nomor L5);

l7.Qanun Aceh Nomor 11 'fahun 2008 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe
Acetr Darussa-l.aur 'Iahun 2008 Nomor 11,
J'arn-nahan Lernbaran Daerah Nanggroe Aceh
l)amssalam lVomor 2t);

18. Qanun Kabupat"err Aceh Besar Nornor 11 'let.hun
2OOg tentang Pemerintahan Gampong
(Lembara"n I)aerer.lr ifubupaten Aceh Besar Ta]run
2009 Norr.r:r 11, Tambahan l,cmba-ran I)aerah
Katrupaten Aceh Besar Nomor 11);

19" Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun
2010 tentang Peruba.han Atas Qanun l(abupaten
Acetr Besar litrornor 3 Tahun 20OB t.entang
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Susunan Organisersi dan Ta.ter Kerja Dirras dan
Lernbaga Teknis Daeratr Kabupaten Aceh Besar
(Lembarzur Darera.h Kabuparen Aceh flesar Tahun
2OlA Nomor 15, Tambarhan Lembaran Daerah
Kabupaten A.cel:. I3esar Nomor 12);

20. Qanr"rn Ka.bupaten Aceh Besar Nomor 1 Ta]:un
'2CIL2 tentang Anggarern Pendapatan dan Belarrja
Kabupaten Aceh Besar 'Iahun Anggaran 2Ot2
(Lembaran Daei'ah Kabupaten .Aceh Resar Tahun
2OI2 Nonror 18, Tarnbahan Lembalan Daerah
ka.bupaten Aceh Besar Nomor 1tt).

Menetapkan

MEMUTUS}KAI{ I

PERATITRAN B[IP, A'T[ ACEH BESAR TAHTANG
PEDOIhIAN PELAXT'$AITAAN BEUT AT-QIJR'AIT
BA.'DA MAGIIRIT} DALAM I(ABIJPAT'EN ACEH
BEIX.AR.

BAB I

KETENTUAIT UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksucl dengan:

1- Katrupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh

sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat seternpat sesuai dengar, peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan lJndang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun1945 yang d.ipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenglEaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pernerintah kabupaten dan

Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten sesuai dengan fur,gsi dan

kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabttpaten yang srelanjutnya disebut Pemerintah

Kabupia.ten Acetr Beserr adalah unsur penyeleng,gffa pemerintahan

katrupaten yang terdiri a.tas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh

Besar-



4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya clisebut DPRI(
adalah Unsur Penyelenggarc Pemerintahnn Kabupaten Aceir Besar
yang anggotanya dipilih melalui pemilihan Umum.

5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih
melalui suatu prose;s dernokratis ya:Lrg dilakukan berdasarkan azas

langsung, rlmtrnl, irebas, rahasia, jujur tlan adil.
6. Keca.matar: ada.lah suatu wilayah keqa camat sel:agai perangkat

pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pernerintahan

kecamatan.

7. Camat ada.lah pemimpin dnn koordinator penyelenggaraan lrernerintah
cli wilayah kerjer kecamatan yarrg datam pe;laksamaan tugasnya

memperr:leh pelimpahan lcewenangan pemerintahan dari Bupati
untuk menangani sebagian urusian otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas Llmum pernerintahan.

8. Mukim adalah kesatuan rnasyaralat h.ukurn dibarvah. kecamatan yarlg

terdiri atas gabungan beberapa G'ampong yang rnernpunyai batas

wiletlrafi tertentu yang dipimpin oleh Imuern Mukirrr atau nam,e lain

dan berkedudukan langsrrng di bawah camat.

9. Gampon.g atau narna lain adalah kesatuan rnasyarakat hukum yang

bcrada drbawah mukim yang dipim.pin oleh Keuchik yang bertrak

menJ'elenggarakan urusarl rurnah tanggla sendiri.

10. Keuchik adalnh p::mpinar] gampong dalu.rn Kabupaten Aceh Besar.

11. Meunasah a.dalah sarana ibarfu*r clzur pusa.t kegiatan sosial

masyarakat di tingkat garnpc'ng.

12. Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib yang sel,rrnjutnya disebut BAtsNI adalah

}<egiatan Beut Al-Qur'an dan penda-larnan materi agama Islarn bagi

anak-anak di setiap garxipong dala-rn wilayah Kabrrpar.ten Aceh Besar.

13. Peserta Ileut aclalah anak-anak ben-isia enani tahun hingga lima belas

tahun yang berdomisili di wilayah Kabupaten Acetr Besar.

V
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(1)

(2)

B.AB I}

A7,AS, ilLAI(sUD, TUJIIAII DAII SASARAI{

Bagian Ke otu

Aza,e

Pasa1 2

Pelaksanaan Beut Al-Qurhn Ba'da Maghrib bernzaskan Al-Qur'al dan

A1-Hadits.

Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manit'estasi

deiri kewajiban yang rnelekat pada setiap Muslirn sebagaimana yang

telah digariskan dalam ajaran Agama Isla:n.

Bagian Kedua

Maksutl

Pasal 3

Maksud dari Pelaksanaaur Beut Al-Qrrr'an f{aUa Maghrib adalah agar

setiap umat Islam yang ada. di Kabupaterr Aceh Resar mam.pu untuk
membaca dan menulis huruf Al- Qur'an d.engnn baik dan benar".

Bagian lf.etiga

Trqirran

Far+al 4

Pelaksanaa.n Beut .Al-Qtrr'an [la'da Mag]rrib dengan tqjuar:. sehagai

berikut:

a. rnembebaskan truta membaca dan rnc";nulis hurtf Al.-Qur'an bagi anak

usia sekol.ah dan masyarakat di Kabuperten Aceh Besar;

b. rneningkatkan pengetahu,an clan heterarnpil.an membaca dan menulis

huruf Al-Qur'an sejak dini dan menanalnkan kecintaan tertradap A1-

Qur'an;

c. meningkatkan pernaharnan dan kernarrnpuan rnembaca dan menulis

huruf Al-Qur'an serta prenghayatan terhadap Al-Qur'an urrtuk

selanjutnya diamalkan dalam kehi<Iupan sehari-hari; dan
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d. mengglali rnulti makna. yarlg terkandurrg dalam Al-eur'an untr.lk

meningkatkan wawasan keislaman, keirnanan dan ketaqwaan kepada

Allah SWT.

IJagian Keernpat

Sasararr

Pas&l 5

Sasaran Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib a.dalnh anak-anak berusia antara

6 (enam) hingga 15 (lima trelas) tahun.

BAB IIT

UIAKTU DAN TEMPAT PEIIYT}LENGGARAAN

Pasal 6

(1) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Iv{aghrib dimuLai pada saat- selesainya

pelaksanaan shalat maghrib sarnpai dengan wal<tu pelaksanaan shalat

Isya.

(2) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib sebagaimana dimaksud ayat

(2) diiaksanalcan di setiap meunasah atau sebutan lain dan/atau balai.

pengajian yang terdapat di gampong.

(3) Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilaksanakan setiap malam hari kecuali

malam ahad.

BAB tV

PELAI(SAilAAN BETIT ALQUR,'AIY BA'DA MAGHRIB

Paragraf Kesatu

Tingkat Khbnrptten

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Beut A.l-Qtrrhn BaHa h{.rghrib wajib dilaksanakan untuk

anak usia sekolah lingkat pendidikatr sekolah dasar sampai

pendidikan menengah;

(2) Kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'd.a. Maglrrib dilaksanakan di bawah

koordinasii Dinas Syariat Islarn Kabup;a.ten Ar;eh Besar"

\,
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(3) untuk mengefektilkan pelaksanaan l3eut Al-eur,an Ba,r-la Maghr-ib

sebagaimana dimaksucl ayat (1) dibenttrk sebr-rah tirrr sebagai

penanggungiawab pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da Magtrrib tingkat
Kabupaten Aceh Besar'.

(a) Tim pellanggungjawab sebagairnana dirnaksud ayat (21 ciibentuk

dengan Keilutusan Bupati Aceh Besa"r.

(5) Ttm penanggungjaurab sebagairnana dimaksud pacia av.rt (S) terdiri
dari:
a. pemtrina;

b. pengarah;

c. ketua;

d. wa-kil ketua;

e. sekretaris;

f. wakil sekretari.s; dan

g. angiota-anggota.

(6) hlgas ilan kewenangan tirn penanggr"rngjavrab Beut Al-Qur'an Ba'da.

Maghrib akan clia.tu.r letrih lanjut clengan I(eputusan Bupati.

Pasal I
(1) untuk pelaksanaan Beut Al-Qur'er.n. tsa'dre Maghrib bagi anak usia

sekolah sebagaimana dimaksud pnda pasal 7 ayat (1) wajib

dikembangkan ku.rikulum/silabus/rrateri pembela;aran yang

dilaksanakan secara optimal rnelalui pendidikan nonformal dan atau
pendidikan informal.

(2) Kurikulum/silabtrs/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. Beut A1-Qur'an;

b. Pelajaran Aqidah/Tauhid;

c. Pelajaran Fiqih/ Ibadah;

d. Pelajaran Akhlaq/Tashawuf; dan

e. Pelajaran-pelajaran A,gama Islam lainnya.

v
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Paragraf Ket{ua

Tingkat Kecamatan

Pasal 9

(1) Camret berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab keparla bupati
melalui sekretaris da.erah.

(2) Carnat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, cliberikan

ttrgas tambahan yang berkaitan dengan kegiatan Berrt Al-eur'an
Ra'da Maghrib, yallg rneliputi:

a. melakukan sosialisasi Beut Al-Qur:'an lla'da Magh.rib kepatla para.

Keuchik dalam wiiayah kerja urasing-masing;

b. melakr-rkan pendataan peserta l3errt Al-Qur'an Ba'da Magh::ib ursia

sekolah detsar dan rnenengah atiru r-rsia 6 (en"rm) hingga 15 (lima

beias) tahun;

c. rnencatat dan mendokumentasikan clata peserta Betrt Al-Qurhn
Ba'da Maghrib;

d. catatan dan dolrurrnentasi peserta Beut sebagairnana dirn.atrcsud

pada ayat (4) huruf b terdiri dari:

l. data anark 'usia sekolah yaug vrajib beut;

2. data gunr/ten.aga pengajar'; dan

3. data tempat pelaksanaan beut.

e. nrendo,:ong pariisipasi masyarakat untuk ikut serta dan

menclukrrng pelaksallaan Beut Al-Qur'an BaHa Maghrib;

1" rnemfasilitasi penyelenggaraarl la.ganan bagr anak dari keluarga

yang rrrenjadi penerima nranfaat []eut Al-Qr-lr'an Ba'da Maghrib;

g. memberikan bantuan teknis selanaa kegiatan Beut Al-Qur'an Ba'da

Magirrib ber{angsung;

h. menangani kasus-kasus yang timbul akibat prelaksanaan lJeut A1-

Qur'an Ba'da Maghrib yarlg melibatkalr pa.ra pihak yang terkait;

i. berperan aktif menyelesaikan harnbatan dan kerrdala dalam

pelaksanaien Betrt Al-Qur'an Ba'da Maghib;
j. melakukan pembinaan, supervisi, monitoring clan evaluasi ter:hadzrp

pelaksanaan Beut A1-Qur'an Ba'da Mrlghr{b di tingkat gampong;

k. mencatat kemajuan manfaat pelaksanaan Beut Al-Qur'an Ba'da

Maghrib;
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l. membuat laporan pelaksanaan Beu1. Al-eur,an Bada Magrrrib
sesuai clengan tugers d.,r keu,en.angan ya.ng dimiliki.

Paragraf Ketiga

Tingkat Gampoug

Pasal 1O

(1) Keuchik mempunyai tugas menyetrerrggarakan urusan pemeri,ntahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat gamF,ong.

(2) Keuchik sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) selain n:empunyai
tugas di a.tas, mempunyai tugas tambahan yang berkaitan dengan
kegiata' Beut Al-eur,an Bada Maghrib,yang meliputi:
a. melakukan sosialisasi kepada rnasS'arakat di gampong.
b. melakukan pendataan peserba Beut Al-eur,an Bada fuIaqhrib usia

sekolah dasar dan menengah;

c. mencatat dan mendokumentasiha.n data peserta tseut Al-eur,an
Ba'da Maghrib;

d. menyampaikan da.t;1. peserta Beut di setiap garnpong kepacla Carnat;
dan

e. menyiapkan dan rnenetapkan lokasi pengajian (beut).
(3) Data peserta Ber-rt sebagaimana dirna.ksucl pada a5,at (2) hur,rf d terdiri

dari:

a. data anak usia sekolaL,. yang wajib pengajian (beut);

b. data guru/tenaga pengajar;

c. data tempat pelaksanaan pengajian (beut); dan
d. daftar hadir peserta pe.ngajian (ber.rt) dan tenaga pengaiar;

(4) Keuchik bertanggungjawab terh.adap pelaksanaan Beut Al-eur,an
Ba'da Maghrib di tingkat gamptrng.

(5) Keuchik dapat merretapkan Teungku atau Ustariz atau sebutan
lainnya sebagai gum/tenaga pengaljar Beut.

(6) Loka.si Beut sehagaimana dimaksucj avat (2) lrrrruf e dengan tetap
memperhatikan keberatlaan lokasi Br:ut yang telah ada sebelgmnya.

(7) Teungku atau LJstadz atau sebutan lainnya sebagaimana rlirnaksucl
ayat (5) dengan tetap nrernperhatikan Teungku atau Ustadz atau
sebutan lainn5ri1yang telah ada sebelurnnya.
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BAI} V

IIAI( DAII KEW/ilI,BAII

Pasal I X.

(1) Setiap anak usia siekolah trerhak clan ',vqiib mengilruti Beut Al-eur,an
I3a'da Maghrih.

(2) Pemerintah Kahupatr:n wajib rnenyeler:ggarakan dan menlnapkan
lasilitas Beut AI-Qur'an Ilada Maghrib .

(3) Or:ang tua'airajib menjarnin anaknyei rnengikuti Beut Al-eur'an Bada
Maghrib .

BAB VI

PEMBII{AAI\I DAI\[ PE}IIBIAYAAI{

Pasal 12

Pernbinaan Eleut Al-Qur'an Ba'da Maghrib dilakur<an oleh :

a. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar;

b. Kantor Kernenterian Agama Kabupaten Aceh Besar;

c. Bagian Kesra Setdakab Aceh Besar;

d. Para Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar; dan
e. Para hneum Mukim, Keuch.ik dan Imam Meunasah dalanr wilayah

Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajibzur rnenyediakan dana untrik
memtriayai I<egiatan tseut Al-Qur'an Ba'da Magirrib .

(2) Dana sebagaimana c{imaksud pada ayat (1) disediakan tlalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh ljeszu- setiap

tahunnya serta penerimaan dari surnber-sumber lainnya yang sah
dan tidak mengikat.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clikelola dan ditempaLkan

dalam DPA Dinas Syariert Islarn Kabupaten A.ceh Besar.

il.
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BAB VII

PEI{GAUIAFAIY

Pasal 1.4,

Pengawasan atas pelaksanaan Beut /\l-Qur'an Ba'da Maghrib dilakukzrn

oleh Tirn Pengawasan yang ditunjuk oleh B'upati.

Pasal 1$

(1) Pengawasan atas pelaksanaan ISeut Al-Qur'an Ba'da Maghrib

dilakukan secara terpadu dan terenciuta.

(2) Tim Pengawasan sebagainrana. dimalcsud pada ayat (1.) terdiri dari :

a. 1 (satu) orarrg dari unsrr.r Carnat sebagai ketua;

b. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisiare sr:bagai anggota;

c. 1 (satu) rcrang dari unsur Koramil selragai ang;ot:.; darr

d. 1 (satu) orang dari unsr"rr tokoh rnasyarakat sebagai anggota.

(3) Tim Penga'nrasan sebagairrrana. di:rnaksud pada ayat (21 rnernpunyai

tugrgs sebagai berikut:

a. rneneliti dan meniler.i pelaksanaeu: Br...ut Al-Qur an BaUa Maghrib d.i

gampong dalam wil;-ryah Kabr.rpaten Aceir Besar;

b. rnenindaklanjuti l.a.poran atau pengaduarr masyan:akat yang

berhubungan dengan Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib;

c. rnelakukan teguran dan rnengambil tindakan terhadap anak-anak

yallg berkeliarsrn di tempat-ternpa.t urnLlnf, pada saat

berlangsurrgnya Beut Al-Qur'an Bn'd a Mrrghrib;

d. teguran dan tindakan sebagaimana dlmaksud ayat (3) huruf c dapat

berupa:

1. rnemberi nasehat dan peringatan secara lisan;

2. mengarahkan anak-anak ke tempat Beut;

3. rrrembubarkan keramaian yarg dapat menf€anggu proses Beut;

4. menutup tempat-tempat keramaian selama berlangsungnya

kegiatan Beut; dan

5. tinCakan-tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan y,ang berlakut.

e. tenrpat umum sebagaimana dimaksuC ayat (3) huruf c dapat

berupa narnLrn tidak terbatas kepada:
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o'b.

1. wamng kopi atau kafe atau seburtan lainnya;

2. tempat hiburan apapun bentuk dan sebutannyer;

3. tempat-ternpat permainan;

4. kios; dan

5. ternpat-tempat umum lainnya yang dapat dan atau biasa

digunakan untuk berkumpul.

Menyusun laporan hasil pengawasan r'.rinimal 1 (satu) kali dalanr 10

(sepu.luh) hari.

Menyarnpaikan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan

pelaksanaan Beut Al-Qur'an ba'da nr.ra.ghrib.

BAB \ITII

EVALUT.IL{I

Pasal 16

Evaluasi rnerupakan suatu proses berkelanjutan tentang

pengrmpulan dan penafsiran irrformasi untuk menilai keputusran-

keputusan yang dibuat clalam urerancang suatu sistern pernbelajaran.

Secara berkala, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untr-rk itu
melakurkan evaluasi pelaksanaa.n Beut Al-Qur'an Ba'da Maghrib

sebagnimarra yang diatrrr dalam peraLuran [3upati ini.

Evaluasi sebagaimana Cirnaksud pada ayat (21 dapat dilakukan

dengan tujuan:

a. menentukan angka kerrajuan atau hasil belajar pada. peserta Beut

Al-Qur'an l3a'da Maghrib;

b. Penempatan pesertr,l Beut he dnlarn situasi belajar mengdar yang

tepat dan serasi clengan tingka.t kemarnpuan, minat dan ber'bagai

karakteristik yang dirniliki.

c. mengenal la.tcr belakang pesr:rta Beut {psikologis, fisik dan

lingkungan) yang berguna baik bagr pencmpatar: md.upun

penentuan sebeib*sebab lcesulitern belrrjar para peserta Beut, yaknr

berfr;ngsi sebagai masukan bagl Luga.s Bimbingan dan Pen'Tuluhan

(BP);

d. Sebagai umpan balik bagi guru/tenaga pengajar, orang tua dan

pernerintah yar.g pada gilirannya dapat dilpnakan untul<

V

(1)

(2t

(3)
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menlperbaild dan p€:nyernpurna.an proses Beut Al-eurh, Ba,cla
Maghrib dimasa yar:ig akan <iatang.

BAB ff(

KETEI{TUA}il P,EIYTJTUP

Pasal I7
Perattrran tsupati ini rlula-i berlaku sejak tanggal rliundar:gkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnemerintalrkan pengjrndangarr
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan d

pada tanggal

i Kota Janttro

Zt_ PesembeLZqU_X{

T Shafar t4z4 H

Diundangkan di Kota .Jantho

pad a tanggal tl_Qwrobsr LA"?-M
t Shalar t4B4 H

SEI(RI}TARIB DAE}RAH

{xeuurern* A'EH BE}sAR, y'

arr
ZT'LKIFI,I ATIMAD

BERITA DAERAH KA.E}UPATBN ACEFI BESAR

rAHUN zalz NoMoR f!


